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a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tambahan Jasa Tenaga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan

Menengah Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta,

Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Provinsi Kalimantan

Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16

Tahun 2017 tentang Tambahan Jasa Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan

Menengah Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta,

Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Provinsi Kalimantan

Timur, terkait pengalokasian anggaran tambahan jasa

sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

Menimbang

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG TAMBAHANJASA TENAGA PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA,

MADRASAHALIYAHNEGERI DAN SWASTAPROVINSI KALIMANTANTIMUR

TENTANG

NOMOR 22 TAHUN 2021

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Tenaga Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6573);

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan

Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

ProvinsiOtonomDaerah-Daerahpemben tukan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan

Gubernur ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tambahan

Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang

Pendidikan Menengah Swasta, Sekolah Luar Biasa

Swasta, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Provinsi

Kalimantan Timur.
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Menimbang



Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017

tentang Tambahan Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang

Menengah Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Madrasah Aliyah Negeri dan

Swasta Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Tambahan Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang

Pendidikan Menengah Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta, Madrasah Aliyah

Negeri dan Swasta Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut :

PasalI

PENDIDIKAN MENENGAH SWASTA, SEKOLAH LUAR BIASA

SWASTA, MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA

PROVINSIKALIMANTANTIMUR.

JENJANGKEPENDIDIKANTENAGADANPENDIDIK

PERUBAHANKEDUAATAS PERATURANGUBERNUR NOMOR

16 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN JASA TENAGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16

Tahun 2017 ten tang Tambahan Jasa Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan

Menengah Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta,

Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Provinsi

Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang

Tambahan Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah Swasta,

Sekolah Luar Biasa Swasta, Madrasah Aliyah Negeri

dan Swasta Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 16).
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BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2021 NOMOR22.

ISRANNOOR

ttdDiundangkan di Samarinda
Pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARISDAERAH

PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

ttd

MUHAMMADSA'BANI

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 7 Juni 2021

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Pasal II

(4) Provinsi Kalimantan Timur dapat menerima bantuan keuangan dari

kabupaten/kota untuk alokasi Tambahan Jasa Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah Swasta, Sekolah

Luar Biasa Swasta, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.

(3) Besaran Tambahan Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenjang Pendidikan Menengah Swasta, Sekolah Luar Biasa Swasta,

Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Provinsi Kalimantan Timur

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Pengalokasian Tambahan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui

Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan

Timur.

Biasa Swasta, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta Provinsi Kalimantan

Timur berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

anggaran Tambahan J asa Tenaga Pendidik dan

Jenjang Pendidikan Menengah Swasta, Sekolah Luar

Pengalokasian

Kependidikan

(1)

PasalS
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